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KATA PENGANTAR

Update Indonesia edisi Juni 2018 mengangkat laporan utama tentang revisi
UU Terorisme dan Keutamaan Deradikalisasi. Isu ini masith marak, dan
pemerintah baru saja mengesahkan revisi Undang-Undang No. 15 Tahun
2013 tentang Terorisme dan Keutamaan Deradikalisasi. Bagaimana konten
perubahan pasal per pasalnya dibahas dalam tulisan ini.

Di bidang politik, Update Indonesia membahas dua isu, yakni tentang
menghentikan laju persekusi dan teror sebagai pengalihan isu dan sikap
negara. Untuk isu persekusi tidak terlepas dari tindakan semena-semena
kelompok garis keras terhadap individu atau kelompok yang dianggap
berbeda. Adapun isu kedua, tidak terlepas dari banyaknya pihak yang
memiliki interpretasi atas serangkaian peristiwa teror beberapa bulan
belakangan, termasuk diantaranya interpretasi sebagai pengalihan negara.

Di bidang ekonomi, Update Indonesia mengupas terkait dampak aksi teror
bom terhadap pergerakan pasar saham dan menakar potensi ekonomi
penyelenggaraan Asian Games di Provinsi DKI Jakarta. Isu ini diantaranya
memperlihatkan potensi ekonomi lokal dari perhelatan Asian Games.

Adapun dibidang sosial, Update Indonesia kali ini mengulas tentang Hari
Keluarga Nasional 2018 yang jatuh pada 29 Juni dengan fokus kepada
Refleksi KB Pasca Persalinan. Dua topik sosial lainnya adalah mencegah
ekstrimisme dengan kekerasan kepada anak-anak lewat pendidikan dan
melihat dampak kenaikan angka harapan hidup (AHH) dari dua sisi.

Publikasi bulanan Update Indonesia dengan tema-tema aktual diharapkan
dapat membantu para pembuat kebijakan di lembaga pemerintah maupun
bisnis — juga kalangan akademik, think tank, dan elemen masyarakat sipil,
baik dalam maupun luar negeri, untuk mendapatkan informasi aktual dan
analisis kontekstual tentang kondisi ekonomi, politik, sosial, maupun hukum
di Indonesia, serta pemahaman tentang kebijakan publik di Indonesia.

Selamat membaca.
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Revisi UU Terorisme dan Keutamaan Deradikalisasi

Awal Mei 2018, Indonesia diguncang beberapa aksi teror yang
kemudian di klaim dilakukan oleh Jamaah Ansharut Daulah,
pimpinan Aman Abdurrahman. Teror bermula di Rumah Tahanan
Salemba Cabang Markas Korps Brimob, Depok Jabar pada Selasa,
8 Mei 2018. Peristiwa ini menyebabkan lima orang anggota polisi
meninggal dunia dan satu orang dari pihak narapidana teroris.

Selanjutnya, pada Minggu pagi, tanggal 13 Mei 2018, bom meledak di
tiga gereja di Surabaya yaitu Gereja Katolik Santa Maria Tak Bercela,
Gereja Pantekosta Jalan Arjuna, GKI di Jalan Diponegoro. Dimana
pelaku terhadap tiga gereja tersebut dilakukan oleh satu keluarga.
Kejadian ini menyebabkan 12 orang meninggal dunia, dan puluhan
orang luka-luka. Kurang dari 24 jam, bom kembali meledak di rumah
susun di Sidorajo. Tiga orang meninggal dunia akibat ledakan ini,
yang teridentifikasi pelaku teror bersama istri dan anaknya.

Kemudian, pada pagi hari tanggal 14 Mei 2018, Surabaya kembali
diguncang teror. Kali ini pelaku teror menyerang Markas Polrestabes
Surabaya. Kejadian ini menyebabkan pelaku aksi teror yang
berjumlah empat orang dan menyebabkan empat polisi serta enam
warga sipil terluka. Polisi menyatakan total korban akibat beberapa
aksi teror tersebut menyebabkan 25 orang dimana 13 orang pelaku
(termasuk 7 anak-anak) dan 12 warga (bbc.com, 14/5).

Desakan Untuk Segera Mensahkan RUU Terorisme

Pasca serangan teror tersebut, muncul desakan untuk segera
penyelesaian Rancangan Undang-Undang (RUU) Terorisme.
Belum rampungnya RUU Terorisme dinilai menjadi penyebab tak
optimalnya pemberantasan terorisme. Desakan agar RUU itu
segara disahkan, salah satunya datang dari Presiden Joko Widodo.
Pada Senin (14/5/2018) Presiden bahkan “mengancam” akan
mengeluarkan Perppu apabila RUU Terorisme itu tak kunjung
rampung (kompas.com, 24/5).
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Pernyataan Kepala

Negara itu direspons

penyelesaian RUU Terorisme (kompas.com, 24/5).

Pada Jumat, 25 Mei 2018, Rapat paripurna DPR RI akhirnya resmi
menyetujui revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang
Tindak Pidana Terorisme atau RUU Terorisme. Terdapat sejumlah

perubahan dalam pasal-pasal dalam revisi UU Terorisme.

Tabel 1. Pasal-Pasal Perubahan dalam UU Terorisme

sejumlah  pihak.
Kementerian hingga partai politik bereaksi. Mereka sibuk menyusun
strategi agar RUU Terorisme segera rampung. Menteri Koordinator
Politik Hukum dan Keamanan Wiranto langsung mengumpulkan
pimpinan parpol pendukung pemerintah. Disepakatilah percepatan

PASAL

ISl

Pasal 1:
Definisi Terorisme

Terorisme didefinisikan sebagai perbuatan yang menggu-
nakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menim-
bulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas,
menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau
menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek
vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik,
atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik,
atau gangguan keamanan.

Pasal 12 A:
Organisasi Teroris

Pasal ini mengatur, setiap orang yang dengan sengaja
menjadi anggota atau merekrut orang untuk menjadi
anggota korporasi yang ditetapkan pengadilan sebagai
organisasi terorisme dipidana paling singkat 2 tahun dan
paling lama 7 tahun. Pendiri, pemimpin, pengurus, atau
orang yang mengendalikan kegiatan korporasi juga bisa
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun
dan paling lama 12 tahun.

Pasal 12 B:
Pelatihan Militer

Pasal ini mengatur setiap orang yang dengan sengaja
menyelenggarakan, memberikan, atau mengikuti pelati-
han militer, pelatihan paramiliter, atau pelatihan lain, baik
di dalam negeri maupun di luar negeri, dengan maksud
merencanakan, mempersiapkan, atau melakukan tindak
pidana terorisme atau ikut berperang di luar negeri untuk
tindak pidana terorisme, dipidana paling singkat 4 tahun
dan paling lama 15 tahun.

Pasal 13 A:
Penghasutan

Pasal ini mengatur, setiap orang yang memiliki hubungan
dengan organisasi Terorisme dan dengan sengaja menye-
barkan ucapan, sikap atau perilaku, tulisan, atau tampilan
dengan tujuan untuk menghasut orang atau kelompok
orang untuk melakukan kekerasan atau ancaman kekeras-
an yang dapat mengakibatkan tindak pidana terorisme,
dipidana paling lama 5 tahun.

Pasal 16 A:
Pelibatan Anak

Pasal ini mengatur, setiap orang yang melakukan tindak
pidana terorisme dengan melibatkan anak, ancaman
pidananya ditambah sepertiga. Pasal ini dibuat dengan
berkaca pada banyaknya aksi teror yang melibatkan anak
di luar negeri. Termasuk Aksi Teror di tiga gereja dan
Mapolrestabes Surabaya.
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PASAL

ISl

Pasal 25:
Waktu Penahanan

Pasal ini mengatur tersangka teroris bisa ditahan dalam
waktu yang lebih lama. Jika sebelumnya penahanan
seorang tersangka untuk kepentingan penyidikan dan
penuntutan hanya bisa dilakukan dalam waktu 180 hari
atau 6 bulan, kini menjadi 270 hari atau 9 bulan. Kendati
demikian, pasal ini juga mengatur bahwa penahanan
harus menjunjung tinggi hak asasi manusia. Setiap
penyidik yang melanggar ketentuan tersebut bisa dipida-
na sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 28:
Penangkapan

Pasal ini mengatur polisi memiliki waktu yang lebih lama
untuk melakukan penangkapan terhadap terduga teroris
sebelum menetapkannya sebagai tersangka atau mem-
bebaskannya. Jika sebelumnya polisi hanya memiliki
waktu 7 hari, kini bisa diperpanjang sampai 21 hari. Pasal
ini juga mengatur bahwa penangkapan terduga teroris
harus menjunjung tinggi hak asasi manusia. Setiap
penyidik yang melanggar ketentuan tersebut bisa dipida-
na sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 31 dan 31A:
Penyadapan

Pasal ini mengatur, dalam keadaan mendesak penyidik
kepolisian bisa langsung melakukan penyadapan kepada
terduga teroris. Setelah penyadapan dilakukan, dalam
waktu paling lama tiga hari baru lah penyidik wajib
meminta penetapan kepada ketua pengadilan negeri
setempat. |zin penyadapan dari ketua pengadilan negeri
kini dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 1
tahun dan dapat diperpanjang satu kali untuk jangka
waktu paling lama 1 tahun. Hasil penyadapan bersifat
rahasia dan hanya digunakan untuk kepentingan penyidi-
kan tindak pidana terorisme. Penyadapan juga wajib
dilaporkan kepada atasan penyidik dan dilaporkan ke
kementerian komunikasi dan informatika. Selain meny-
adap, penyidik juga bisa membuka, memeriksa, dan
menyita surat dan kiriman dari pos atau jasa pengiriman
lain.

Pasal 33 dan 34:
Perlindungan

Pasal ini mengatur penyidik, penuntut umum, hakim,
advokat, pelapor, ahli, saksi, dan petugas pemasyarakatan
beserta keluarganya dalam perkara terorisme wajib diberi
perlindungan oleh negara dari kemungkinan ancaman
yang membahayakan diri, jiwa, dan atau hartanya.
Perlindungan diberikan baik sebelum, selama, maupun
sesudah proses pemeriksaan perkara.

Pasal 35A-B dan 36A-B:

Empat tambahan pasal baru ini mengatur secara lebih
komprehensif hak korban terorisme. Ada enam hak

Hak Korsn korban yang diatur, yakni berupa bantuan medis, rehabili-
tasi psikologis, rehabilitasi psikososial, santunan bagi
korban meninggal dunia, pemberian restitusi dan
kompensasi.

. Pasal ini mengatur bahwa pemerintah wajib melakukan

Pasal 43-C: g ) A

Pencagahan pencegahan tindak pidana terorisme. Dalam upaya

pencegahan ini, pemerintah melakukan langkah antisipa-
si secara terus menerus yang dilandasi dengan prinsip
perlindungan hak asasi manusia dan prinsip kehati-ha-
tian. Pencegahan dilaksanakan melalui: kesiapsiagaan
nasional, kontra radikalisasi dan deradikalisasi.
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PASAL Isl

Pasal 43 E-H: BNPT Keempat pasal mengatur mengenai Badan Nasional
Penanggulangan Terorisme (BNPT). Disebutkan bahwa
BNPT berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Presiden. BNPT betugas merumuskan, mengoordinasikan,
dan melaksanakan kebijakan, strategi, dan program
nasional penanggulangan terorisme di bidang
kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi, dan
deradikalisasi. Selain itu, BNPT juga bertugas mengoordi-
nasikan antarpenegak hukum dalam penanggulangan
terorisme hingga mengoordinasikan program pemulihan
korban. Ketentuan mengenai susunan organisasi BNPT
diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal 42 I: TNI Tambahan satu pasal ini mengatur tugas TNI dalam
mengatasi aksi terorisme merupakan bagian dari operasi
militer selain perang. Dalam mengatasi aksi terorisme
dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi
Tentara Nasional Indonesia Ketentuan lebih lanjut men-
genai pelibatan TNI ini akan diatur dengan Peraturan
Presiden

Pasal 43 Pasal ini mengatur DPR untuk membentuk tim pengawas
penanggulangan terorisme. Ketentuan mengenai pem-
bentukan tim pengawas ini diatur dengan Peraturan DPR.

Sumber: kompas.com, 26/5/2018

Melihat perubahan pasal-pasal dalam revisi UU Terorisme diatas.
Penulis berpendapat bahwa sesungguhnya yang sangat penting
adalah keutamaan pada aspek deradikalisasi. Dimana aspek ini yang
hingga kini belum berjalan optimal. Apalagi jika kita melihat usia dari
pelaku aksi teror saat ini, yang masih berusia muda. Hal ini jelas
menjadi ancaman bagi masa depan generasi muda Indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian LIPI, terungkap bahwa radikalisme
ideologi telah merambah dunia mahasiswa melalui proses [slamisasi
di beberapa organisasi kemahasiswaan. Dimana dalam proses
kegiatan yang dilakukan oleh kelompok ini cenderung eksklusif dan
berpotensi memecah belah bangsa (CNN Indonesia, 18 Februari
2016).

Kemudian sejalan dengan hasil riset LIPI, survei yang dilakukan
Maarif Institute terhadap 98 pelajar SMA yang mengikuti Jambore
pada Desember 2015 menunjukkan bahwa benih radikalisme di
kalangan remaja Indonesia dalam tahap mengkhawatirkan (kompas.

com, 2 Maret 2016).

Hal ini contohnya tercermin pada beberapa jawaban pertanyaan
yang diajukan kepada para pelajar, seperti “Bersediakah Anda
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melakukan penyerangan terhadap orang atau kelompok yang
dianggap menghina Islam?”. Hasilnya, 40,82 responden menjawab
“bersedia”, dan 8,16 persen responden menjawab “sangat bersedia” .
Adapun, responden yang menjawab “tidak bersedia” 12,24 persen
dan “kurang bersedia” sebanyak 25,51 persen (kompas.com, 2 Maret

2016).

Soal sistem tata negara Islam di Indonesia, responden juga ditanya
mengenai apakah mereka setuju dengan sebagian umat Islam yang
ingin mendirikan negara Islam di Indonesia. Hasilnya, 19,39 persen
menyatakan “setuju”, dan 3,06 persen menyatakan “sangat setuju”.
Adapun, 34,69 persen menjawab “tidak setuju” dan 37, 76 persen
menjawab “kurang setuju” (kompas.com, 2 Maret 2016).

Selanjutnya terkait ISIS, para pelajar ini ditanya, “Apakah Anda
sangat bersedia, kurang bersedia atau tidak bersedia bila diajak
untuk ikut berperang ke Irak dan Suriah oleh ISIS?”. Sebanyak 3,06
persen menjawab “bersedia”; dan 83,86 persen menjawab “tidak
bersedia” (kompas.com, 2 Maret 2016).

Kemudian para responden juga ditanya pendapatnya soal bom bunuh
diri. Sebesar 6,12 persen menyatakan setuju bahwa pengeboman
yang dilakukan Amrozi cs merupakan perintah agama. Sementara,
79,59 persen menjawab tidak setuju (kompas.com, 2 Maret 2016).

Selain itu, yang patut juga diperhatikan adalah penyebaran pengaruh
paham radikal di kalangan anak muda dilakukan melalui jaringan
internet. Bruce Hoffman (2006) dalam “The Use of the Internet
By Islamic Extremist”, menjelaskan bahwa internet merupakan
sarana yang efektif bagi kelompok radikal untuk mempromosikan
“dialektika global” dimana kebangkitan, kesadaran, aktivisme dan
radikalisme dapat dirangsang di tingkat lokal dan dimobilisasi kepada
proses yang lebih luas melalui protes dan perbedaan pendapat.

Jika dikaitkan dengan perkembangan jaringan ISIS di Indonesia,
Maria A. Ressa, dalam “4 hal yang perlu kamu tahu tentang ISIS
di Indonesia”, menyebutkan bahwa simpatisan ISIS di Indonesia
sangat aktif di media sosial. Media sosial membantu mereka
untuk memperluas basis dan menyebarkan faham radikalisme
dan melakukan perekrutan. ISIS diyakini memiliki keahlian dalam
menggunakan media sosial untuk propaganda dan radikalisasi.
Video dan pesan mereka secara konsisten diunggah untuk menarik
simpati anak-anak muda. Masih dalam sumber yang sama, dikatakan
bahwa terdapat empat tahapan radikalisasi yang dilakukan ISIS,
yaitu pertama, agitasi, antara lain memainkan hal yang sangat
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personal, seperti kemiskinan, trauma, ketidakadilan tanpa harapan,
dan ketakutan. Kedua, identifikasi diri, kelompok atau grup yang
menekankan bahwa pentingnya kita merasa memiliki ikatan, atau
gratifikasi. Ketiga, indoktrinasi, meliputi peningkatan kapasitas,
jaminan pribadi. Dan yang keempat, ekstrimis keji, meliputi aksi,
pengorbanan, dan menyerahkan diri secara utuh demi kepuasan diri

(www.rappler.com, 23/11/2015).

Berdasarkan laporan yang berjudul “Online Activism And Social
Media Usage Among Indonesian Extremists” dikatakan bahwa
saat ini terjadi penurunan aktifitas penggunaan Facebook, Google
Plus dan Twitter oleh jaringan ISIS di Indonesia. Mereka kemudian
beralih menggunakan aplikasi telepon seluler seperti WhatsApp,
Telegram dan Zello, yang kesemuanya dianggap jauh lebih aman.
Terutama untuk komunikasi antara Timur Tengah dan Indonesia
serta di antara pendukung ISIS di Indonesia itu sendiri (Institute For

Policy Analysis Of Conflict, Report No. 24, 30/10/2015).
Rekomendasi

Berdasarkan perubahan pasal dalam revisi UU Terorisme (terutama
pasal43 tentang pencegahan) sertamemperhatikan datadiatas, maka
penulis berpendapat diperlukan upaya optimalisasi deradikalisasi.

Menurut penulis yang perlu dilakukan adalah, pertama, memperkuat
sinergitas lintas kementerian dan lembaga serta pemerintah
daerah dalam menghadapi perkembangan paham radikalisme di
Indonesia. Khusus pemerintah daerah, menurut penulis, selama ini
pencegahan dan penanggulangan radikalisme lebih banyak dilakukan
oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu sudah saatnya pemerintah
daerah ikut serta secara aktif ikut mendorong deradikalisme di
lingkungannya.

Pemerintah daerah harus menyadari bahwa pembiaran persoalan
radikalisme akan berujung pada terganggunya ketentraman dan
ketertiban di daerah tersebut. Ketika ketentraman dan ketertiban
daerah terganggu maka pelayan publik dan pembangunan daerah
akan terhambat, sehingga masyarakat akan menjadi korban.

Kedua, memperkuat pendidikan multikultural di seluruh jenjang
pendidikan. Saat ini, paham radikal memunculkan sikap-sikap yang
eksklusif dan intoleran di masyarakat. Oleh karena itu diperlukan
penguatan pendidikan multikultural yang dilakukan dari tingkat
sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Pendidikan multikultural
mengajarkan nilai-nilai penghargaan terhadap keragaman budaya,
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etnis, suku dan agama. Tujuannya yaitu menumbuhkan sikap yang  Melihat perubahan
menghargai dan menghormati perbedaan. Hal inilah yang sangat pasal-pasal dalam
penting untuk tersampaikan dan terinternalisasi kepada generasi revisi UU Terorisme.
muda kita saat ini. Sesungguhnya yang
sangat penting untuk
diperkuat adalah pada
aspek deradikalisasi.
Dimana aspek ini yang
hingga kini belum
berjalan optimal.

Ketiga, meningkatkan pengawasan secara ketat serta penutupan
akun-akun media sosial yang menyebarkan paham radikal di media
sosial. Pengawasan ini memerlukan sinergitas dari Badan Siber dan
Sandi Negara (BSSN) bersama Kementerian dan Lembaga terkait
seperti Kementerian Komunikasi dan Infomatika, Kementerian
Agama, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Dalam
Negeri, Badan Intelijen Negara (BIN), Kepolisian RI, serta Badan
Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

- Arfianto Purbolaksono -

Update Indonesia — Volume XII, No. 5 — Juni 2018 8



oo = STITUTE
POlltlk ;IEVI;I'IE‘;EOIQII)PUOBIQLIEI(SI{XHNIIH RESEARCH

Menghentikan Laju Persekusi

Beberapa hari laluy, aksi persekusi kembali dilakukan oleh Front
Pembela Islam. Kali ini aksi persekusi tersebut menimpa anggota
DPRD Karawang dari Partai Demokrat, Hitler Nababan. la
dikeroyok massa di Ruang Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida)
Gedung paripurna DPRD setempat. Aksi pengroyokan tersebut
dipicu oleh gambar meme Amien Rais sedang membonceng Imam
Besar FPI, Rizieq Shihab di atas kompresor yang diunggah Hitler
di grup WhatsApp Banggar DPRD Karawang. Diberitakan bahwa
pada meme itu Rizieq Shihab mengenakan pakaian yang tidak
pantas. Sontak, ketika meme tersebut menyebar ke publik, banyak
pengagum Rizieq Shihab yang marah dan berujung pada aksi
pemukulan terhadap Hitler Nababan (Kompas.com, 22/0).

Anehnya, partai Hitler Nababan tersebut malah meminta maaf
terhadap para pelaku persekusi tersebut. Tidak lama setelah
aksi pengeroyokan yang menimpa Hitler Nababan, DPC Partai
Demokrat Kabupaten Karawang, Jawa Barat meminta maafkepada
pihak-pihak yang tersinggung atas meme tentang Amien Rais dan
Rizieq Shihab yang telah diunggah kadernya tersebut (Republika.
co.id, 24/05). Hal ini menunjukkan bahwa korban benar-benar
berada dalam bawah tekanan para pelaku persekusi tersebut.
Sekalipun korban memiliki kesalahan, aksi persekusi tidak boleh
dibenarkan.

Persoalannya, aksi persekusi tersebut bukanlah aksi persekusi
tunggal. Sebelum-sebelumnya, telah terjadi rentetan aksi persekusi
yang marak terjadidikota-kota di Indonesia. Rangkaian aksi persekusi
tersebut menunjukkan pola penyerangan terhadap kelompok
yang memiliki perbedaan dengan garis ideologi FPI. Dimedio Juli
2017 lalu, Fiera Lovita, salah satu dokter yang bekerja di Rumah
Sakit Umum daerah Kota Solok, Sumatera Barat juga mengalami
persekusi oleh FPI. Awal mula dari aksi persekusi tersebut ialah
Fiera Lovita mengunggah status di Facebook tentang Rizieq Shihab.
la mengkritik Rizieq Shihab yang tidak kunjung pulang dan segera
mengonfirmasi atas tuduhan percakapan pornografi yang menimpa
dirinya. Setelah menulis status di Facebook tentang Rizieq Shuhab,
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Fiera didatangi oleh pengikut Rizieq Shihab dan menuntut Fiera
untuk meminta maaf kepada Rizieq Shihab di depan umum
(Tribunnews, 01/07/2017). Tentu masih banyak aksi-aksi persekusi
lainnya yang dilakukan oleh FPI atauapun kelompok-kelompok
lainnya. Seperti tindakan persekusi yang menimpa komunitas Syiah
di Madura dan Ahmadiyah di Nusa Tenggara Barat.

Mengakhiri Persekusi

Praktik main hakim sendiri di Indonesia telah ada sejak masa
kolonial. Kees van Dijk dan Freek Colombijn (2002) yang pernah
mengkaji akar kekerasan di Indonesia mengatakan bahwa hal tindak
persekusi dapat terjadi disebabkan oleh beberapa faktor. Adapun
faktor-faktor tersebut ialah divisi sosial, tidak efektifnya penegakan
hukum, dan kecenderungan untuk melihat korban sebagai kelompok
yang berbeda. Namun, jika kita melihat fenomena persekusi yang
saat ini merebak, tiga faktor tersebut tidak cukup. Fanatisme
yang berlebihkan terhadap tokoh menjadi faktor tambahan yang
mendorong praktik persekusi bisa terjadi.

Untuk mengakhir berbagai aksi persekusi tersebut, penulis
memandang bahwa aksi-aksi persekusi tersebut dapat diminimalisir
dengan melakukan perbaikan di level hukum dan di level sosial. Di
level hukum, institusi penegak hukum harus terus mengupayakan
untuk meningkatkan citra dan integritasnya. Persekusi hadir salah
satunya dikarenakan penegakan hukum masih belum efektif:

Di level sosial, musyawarah yang merupakan salah satu titik tekan
utama ideologi kita harus dikembalikan dalam mengelola perbedaan
pendapat. Persekusi terjadi karena tidak ada konfirmasi dari pihak
lain. Yang ada ialah tuduhan yang belum terkonfirmasi oleh salah
satu pihak. Dengan mengedepankan musyawarah, harapannya,
percakapan antara berbagai pihak dapat terjadi. Sehingga konfirmasi
dapat dilakukan oleh pihak lain. Oleh karena itu, penulis mendorong
seluruh komponen masyarakat untuk mengembalikan kembali
musyawarah yang telah kita miliki sebagai cara untuk mengelola
perbedaan atau bahkan dis-informasi yang terjadi di masyarakat kita.
Disaat yang bersamaan, jika ada tindakan yang melawan dengan
hukum baiknya diserahkan kepada pihak yang berwajib yakni pihak
kepolisian.

- Fadel Basrianto -

THE &

CENTER FOR

D

NESIAN INSTITUTE

UBLIC POLICY RESEARCH

Bagaimanapun,
persekusi tidak
dibenarkan secara
hukum. Perlu ada
penindakan tegas
terhadap pelaku
persekusi agar menjadi
pelajaran bagi yang

lain.
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Teror Sebagai Pengalihan Isu dan Sikap Negara

Beberapa waktu setelah tragedi bom bunuh diri di tiga gereja yang
ada di Surabaya, muncul respon yang tidak bertanggung jawab oleh
sebagian masyarakat kita. Berbeda dengan respon masyarakat pada
umumnya yang mengutuk aksi pengeboman yang melibatkan satu
keluarga tersebut, sebagian masyarakat malah memandang aksi
pengeboman tersebut merupakan sebuah pengalihan isu atas Pemilu
Presiden 2019 mendatang. Menariknya, mereka tidak memiliki
latar belakang organisasi atau pekerjaan yang sama. Diantara
mereka yang menyebut bahwa terorisme ialah bentuk pengalihan
isu bekerja sebagai dosen, kepala sekolah, dan masyarakat umum
lainnya (Beritasatu.com, 21 mei 2018).

Respon sebagian masyarakat yang menyatakan bahwa aksi terorisme
sebagai bentuk pengalihan isu tersebut menarik untuk didalami.
Tulisan ini ingin memberikan latar belakang mengapa tidak sedikit
masyarakat yang meragukan bahwa terorisme merupakan sebuah
pengalihan isu. Tulisan ini akan mengakhiri dengan memberikan
rekomendasi kebijakan kepada pemerintah untuk menciptakan
suasana masyarakat yang lebih sehat agar tidak memberikan ruang
terhadap aksi terorisme.

Kohesi Sosial Yang Semakin Renggang

Munculnya respon masyarakat yang menganggap aksi terorisme
di Surabaya dan kerusuhan di Mako Brimob sebagai pengalihan
isu tidak dapat dilihat sebagai peristiwa yang ada di ruang kosong.
Peristiwa tersebut harus diletakkan dalam konteks yang sangat
spesifik. Respon masyarakat seperti itu hadir setidaknya dapat
dijelaskan oleh beberapa faktor.

Pertama, respon tersebut muncul karena menguatnya sentimen
keagamaan pasca Pemilihan Presiden 2014 silam. Penggunaan
sentimen keagamaan dalam kampanye menimbulkan segregrasi yang
parah diantara masyarakat. Terlebih, Pilpres 2014 yang lalu hanya
diikuti oleh dua pasangan calon. Jokowi yang dianggap mewakili
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kelompok nasionalis dan Prabowo yang dianggap representasi
dari umat Islam. Konsekuensinya ketika Jokowi tampil sebagai
pemenang, apa yang dilakukan oleh rezim saat ini selalu ditanggapi
dengan respon negatif.

Penggunaan sentimen agama dalam pemilihan umum semakin parah
di dalam Pilkada Jakarta 2017. Relasi aktor yang berkontestasi di
dalam Pilkada Jakarta 2017 memiliki hubungan dekat dengan aktor
yang berkontestasi dalam Pemilu Presiden 2014 silam. Kohesi sosial
semakin parah ketika muncul persoalan Al Maidah yang melibatkan
Ahok. Sentimen keagamaan semakin diorganisir untuk mengalahkan
Ahok. Salah satu aksi terbesar yang pernah ada yakni Gerakan 212
yang menuntut Ahok dipenjara atas tuduhan penodaan agama.
Ekstrimisme semakin bertambah parah ketika dimainkan oleh elit
kelompok ini untuk persiapan Pemilu Presiden 2019 mendatang.
Kondisi semacam ini membuat kelompok Islam Politik menjadi
tidak percaya atas berbagai macam capaian kinerjanya. Tak
terkecuali instrumen negara seperti kepolisian juga menjadi imbas
ketidakpercayaan mereka.

Kedua, munculnya anggapan aksi teror sebagai pengalihan isu
mudah menjadi anggapan umum sebagian masyarakat karena telah
disebarkan di media sosial. Mereka yang tidak suka dengan Presiden
Jokowi segera menduplikasi pernyataan-pernyataan tersebut. Perlu
dicatat, sebanyak 130 juta warga Indonesia aktif di berbagai media
sosial mulai dari Facebook, Instagram, Twitter, dan lain sebagainya

(Okezone.com, 13/03).

Oleh karena itu akibatnya ialah terjadi ketidakpercayaan terhadap
pemerintah. Aksi teror yang seharusnya mendapat kutukan,
dianggap sebagai konspirasi pemerintah. Ketidakpercayaan terhadap
rezim dalam berbagai hal ini dapat memecah belah masyarakat.

Mereduksi Politisasi Agama

Usaha Presiden Jokowi untuk mereduksi politisasi agama mulai
dijalankan. Presiden Jokowi mengangkat Dien Syamsuddin menjadi
utusan khusus Presiden untuk Dialog dan Kerjasama Antar Agama
dan Peradaban. Dengan diangkatnya Dien menjadi utusan khusus
tersebut, setidaknya telah memberikan pesan kepada publik agar para
pengikut Dien yang pernah menjadi Ketua Umum Muhammadiyah
untuk memodernisasi pengikutnya (Kompas.com, 23/10/2017).

Langkah selanjutnya yang telah dilakukan ialah dengan
menyelenggarakan Konsultasi Tingkat Tinggi (KT T) Ulama dan
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Cendekiawan Muslim Dunia tentang Islam Wasathiyah (Islam  Munculnya wacana
Moderat) di Istana Bogor. Dengan mengumpulkan ulama dan  aksi teror se‘bagfu
cendekiawan Muslim tersebut, Jokowi sedang mempromosikan pengalihan itu tidak

Islam moderat sekaligus mengikis konservatisme Islam. Ketiga, lepas dari konteks

Jokowi juga mengangkat Ali Mochtar Ngabalin sebagai Staf Khusus ?r;{ltgl:: r,:i ;«iisi:z:t
Presiden. Padahal dulu Ali Mochtar gemar mengkritik Presiden.  Negara juga harus
Selain itu dengan mengangkat Mochtar, setidaknya dapat semakin  menyelesaikannya
mendekatkan Jokowi terhadap kelompok Islam konservatif (Kompas. ~ melalui jalur politik

com, 23/05). pula.

Akan tetapi langkah-langkah tersebut masih perlu diikuti kerja-kerja
lainnya. Penulis merekomendasikan agar Presiden Jokowi perlu
menjalin komunikasi dengan elit-elit kelompok Islam Konseratif. Hal
ini penting karena relasi paternalistik terhadap pemimpin agama
masih sangat dominan diinternal kelompok Islam Politik. Penjajakan
komunikasi yang Jokowi lakukan nantinya dapat menciptakan
suasana yang lebih sejuk dan damai daripada sekarang yang terasa
sangat antagonistik. Jika cara-cara ini tidak kunjung dijalankan
oleh Presiden Jokowi, besar kemungkinan revisi UU Terorisme
yang sudah disahkan juga dianggap sebagai instrumen rezim untuk
semakin memperkuat kekuasaannya. Tidak heran jika nantinya
persepsi publik tentang aksi teror sebagai pengalihan isu akan muncul
kembali dengan jumlah yang kian besar.

- Fadel Basrianto -
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Dampak Aksi Teror Bom Terhadap
Pergerakan Pasar Saham

Tercatat selama bulan Mei 2018, bangsa ini digemparkan dengan
rentetan aksi teror bom yang sangat tidak manusiawi. Pada Minggu,
13 Mei 2018 aksi teror bom terjadi pada tiga gereja sekaligus di
wilayah Surabaya. Satu hari berselang terjadi aksi bom bunuh
diri di Polrestabes Surabaya. Kemudian terjadi aksi teror kembali
di Mapolda Riau. Dari rentetan peristiwa tersebut tidak kurang
sebanyak 23 orang tewas (detik.com, 17/5).

Selain aksi teror bom di Surabaya telah merenggut korban jiwa dan
kerugian materil, kinerja pasar saham pun juga terkena imbasnya.
Terpantau pasca pengeboman pada Senin, 14 Mei 2018 Indek Harga
Saham Gabungan (IHSG) mengalami pelemahan. Dikutip darilaman
finance.yahoo.com, laju [IHSG pada penutupan perdagangan Senin,
14 Mei 2018 melemah 9,6 poin atau setara 0,23 persen menuju level
5.947,15 poin. Padahal pada pembukaan senen pagi tercatat pada
level 5.933,46 poin.

Penulis melihat bahwa melemahnya laju IHSG tersebut tidak
terlepas dari munculnya sentimen negatif investor sebagai reaksi
dari adanya rentetan teror bom yang terjadi di Surabaya. Investor
akan cenderung berhati-hati dan melakukan langkah menunggu
sampai sinyal positif investasi muncul kembali (wait and see).

Senada dengan artikel yang ditulis oleh Louis Subhayu
Bandyopandhyay ekonom Bank Federal Reserve dan Prof Javed
Younas ekonom dari university of Sharjah menyebutkan aksi
terorisme memiliki dampak ekonomi yang cukup luas. Bagi investor
asing, kerentanan dianggap sebagai pemicu investor asing berfikir
ulang dan memilih negara lain yang dianggap tidak rentan sebagai
tujuan investasi (tirto.id, 15/5).
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Rentetan Peristiwa Bom di Indonesia

Berdasarkan data historis dimana peristiwa aksi teror bom
memberikan pengaruh nyata terhadap kinerja di pasar saham.
Tercatat selama tahun 2000-2018 Indonesia telah mengalami teror
bom kurang lebih 13 kasus. Sejauh ini aksi teror bom yang paling
mengguncang terhadap kinerja IHSG yakni peristiwa bom Bali
| yang terjadi pada 12 Oktober 2002. Pada saat itu semula IHSG
dibuka pada level 376.466 poin, kemudian terjun bebas mencapai
10,35 persen atau menjadi 337.475 poin sehari pasca ledakan.
Selengkapnya lihat tabel berikut :

Peristiwa Bom Terhadap Kinerja IHSG di Indonesia

THE & NDONESIAN INSTITUTE

CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

TANGGAL PERISTIWA BOM KINERJA IHSG
18/9/2000 Bom Bursa Efek Jakarta -7.02%
2/1/2001 Bom malam Natal disejumlah gereja di Indonesia -1.47%
24/9/2001 Bom Plaza Atrium Jakarta -0.97%
2/1/2002 Bom tahun baru 2002 Jakarta -2.19%
14/10/2002 Bom Bali | -10.36%
28/4/2003 Bom Bandara Soekarno Hatta -0.95%
5/8/2003 Bom JW Marriott -3.06%
9/9/2004 Bom Kedubes Australia -0.82%
3/10/2005 Bom Bali Il 0.38%
17/7/2009 Bom Hotel JW Marriot dan Ritz Carlton -0.55%
26/9/2011 Bom Gereja di Solo -3.22%
14/1/2016 Bom Sarinah di Jakarta -0.53%
14/5/2018 Bom Gereja di Surabaya -0.23%

Sumber : Berbagai sumber diolah

Setelah peristiwa bom Bali | yang mampu memberikan dampak
cukup besar terhadap penurunan kinerja di pasar saham vyaitu
aksi bom yang terjadi di Bursa Efek Jakarta. Pasca peristiwa
peledakan tersebut pada tanggal 18 September 2000 terkoreksi laju
perdagangan IHSG mengalami penurunan mencapai 7,02 persen.

Selanjutnya, aksi teror bom yang juga mampu melemahkan kinerja
IHSG mencapai diatas | persen diantaranya: Bom pergantian tahun

baru 2002 di Jakarta (IHSG turun 2,19%), Bom JW Marriott
(IHSG turun 3,06%) dan Bom gereja di Solo (IHSG turun 3,22%).
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Kesimpulan dan Rekomendasi Upaya-upaya
pemerintah dalam

Penulis berpendapat aksi teror bom di Indonesia secara historikal mengusut tuntas kasus

berdampak negatif terhadap kinerja pasar saham. Selang beberapa ferorisme sangat

hari pasca terjadinya peristiwa aksi bom, IHSG terkoreksi selalu dip er{ukan, agar dapat
..... menciptakan iklim

e . investasi di dalam
stabilitas perekonomian. negeri yang kondusif

Pemerintah harus segera menindak tegas segala macam bentuk
aksi terorisme, agar kejadian ini tidak kembali terulang. Melalui
upaya penegakan hukum dan kerja sama lintas sektor antara Polri,
TNI, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan
masyarakat umum diharapkan dapat efektif dalam memberantas
kasus terorisme.

Langkah cepat yangdilakukan pemerintah dalam memberantaskasus
terorisme sangat diperlukan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan
iklim investasi yang kondusif bagi pasar dalam neger.

Dengan begitu, adanya upaya-upaya pemerintah secara nyata
dalam memberantas segala bentuk aksi terorisme maka dapat
meningkatkan kepercayaan investor domestik maupun asing dalam
menanamkan modal di pasar dalam negeri.

- Riski Wicaksono -
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Menakar Potensi Ekonomi Penyelenggaraan
Asian Games di Provinsi DKI Jakarta

Pada tanggal 18 Agustus 2018 mendatang Indonesia akan menjadi
tuan rumah perhelatan ajang Asian Games 2018. Setidaknya kurang
lebih Rp 30 triliun anggaran telah dikeluarkan pemerintah untuk
mensukseskan ajang olahraga terbesar se-Asia tersebut (kompas.
com, 25/3/2017). Total anggaran itu digunakan untuk pembangunan
dan perbaikkan infrastruktur di wilayah di DKI Jakarta dan
Palembang sebagai daerah yang ditunjuk menjadi penyelenggara.

Hadirnya ajang Asian Game bagaikan dua sisi mata pisau. Satu
sisi ketika pemerintah mampu memanfaatkan dengan baik ajang
tersebut maka berpotensi mendongkrak pertumbuhan ekonomilokal
dan nasional. Namun, disisi lain jika besarnya belanja modal yang
dikeluarkan pemerintah untuk penyelenggaraan Asian Games tidak
mampu dikelola secara efisien dan efektif justru akan menghambat
laju pembangunan.

Provinsi DKI Jakarta secara resmi ditunjuk sebagai salah satu
kota penyelenggara ajang Asian Games 2018. Terpilihnya Provinsi
DKI Jakarta tentu menjadi momentum untuk mendorong laju
pertumbuhan ekonomi lokal. Penulis berpendapat bahwa pada skala
mikro, penyelenggaraan Asian Games sangat berpotensi dalam
menggerakan sektor riil yang ada di Provinsi DKI Jakarta.

Setidaknya akan terdapat beberapa sektor ekonomi yang memiliki
potensi terkena dampak secara langsung dari ajang ini, diantaranya:
sektor jasa penginapan, jasa akomodasi, industri pengolahan
makanan maupun souvenir, pusat perbelanjaan, sektor pariwisata
dan masih banyak lainnya

Potensi Asian Games dalam mendorong sektor ekonomi mikro
bukan tanpa alasan. Pasalnya penyelenggaraan ajang Sea Games
yang notabene memiliki skala lebih kecil dibanding Asian Games
telah sukses di selenggarakan di Provinsi Sumatera Selatan pada
tahun 2010 silam. Bahkan ajang tersebut telah mampu mendongkrak
pertumbuhan ekonomi di provinsi tersebut.

Update Indonesia — Volume XII, No. 5 — Juni 2018 ] 7



THE & NDONESIAN INSTITUTE

CENTER FOR UBLIC POLICY RESEARCH

Berdasarkan data BPS, tercatat Pertumbuhan ekonomi Provinsi
Sumatera Selatan pasca perhelatan Sea Games 2010 mampu
melaju diangka 6,36 persen atau meningkat 15 persen dibanding
tahun sebelumnya. Akselerasi pertumbuhan yang terjadi tidak
terlepas dari derasnya pembangunan infrastruktur pendukung ajang
tersebut. Kondisi tersebut terlihat jelas pada Pembentukan Modal
Tetap Bruto (PMTB) yang meningkat sebesar 5,41 persen dibanding
tahun sebelumnya. Selain itu, sektor-sektor pembentuk utama
Pertumbuhan Domestik Regional Bruto (PDRB) menunjukkan
pertumbuhan seperti, industri pengolahan (5,8%), jasa transportasi

(8,4%), Penyedia akomodasi makan minum (9,2%) (BPS, 2011).
Potensi Terhadap Ekonomi Lokal

Berdasarkan data Panitia Penyelenggara Asian Games 2018
(INASGOC), memprediksi akan ada sekitar 170.000 wisatawan
mancanegara yang hadir di indonesia. Jumlah tersebut sudah
meliputi atlet, official, media, dan penonton dari 45 Negara. Lebih
lanjut, dari total tersebut Bappenas memprediksi sekitar 70 persen
konsentrasi persebaran wisatawan berada di DKI Jakarta. Sehingga
akan ada sekitar 119.000 wisatawan yang akan memadati wilayah

DKI Jakarta selama 15 hari.

Hadirnya wisatawan manca negara akan mampu meningkatkan
aktivitas ekonomi Provinsi DKI Jakarta melalui pengeluaran
konsumsi. Penulis memperkirakan pengeluaran wisatawan akan
mencapai sekitar Rp 142 miliar selama perhelatan Asian Game di
Jakarta. Perhitungan tersebut terbilang sangat kasar dan berpotensi
bisa jauh lebih besar karena perhitungan masih didasarkan pada
rata-rata tingkat biaya konsumsi standar di wilayah Jakarta (data

BPS, 2015).

Selain itu, dengan dibangunnya beberapa infrastruktur pendukung
penyelenggaraan ajang Asian Games di wilayah DKI Jakarta, juga

akan sangat berpotensi meningkatkan kontribusi terhadap sektor
Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTDB).

Kemudian, dari sisi lapangan usaha penulis berpendapat pentingnya
peran Dinas Koperasi dan UMKM DKI Jakarta dalam merangkul
para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Peran
UMKM sangat dibutuhkan dalam menyediakan segala macam
atribut atau souvenir selama berlangsungnya Asian Games.
Fasilitasi Dinas Koperasi dan UMKM tentu akan sangat berpotensi
dalam meningkatkan produktivitas para pelaku UMKM, serta di sisi
lain juga berdampak positif terhadap laju pertumbuhan pada sektor
industri pengolahan.
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Pemprov DKI Jakarta harus mampu menangkap sinyal positif Ajang Asian Games
dari ajang Asian Games ini. Karena ketika sektor-sektor ekonomi 2018‘ memiliki potenst
tersebut tidak mampu dimanfaatkan secara maksimal, maka ™Meningkatkan laju

. . . . . pertumbuhan ekonomi
Pemprov DKI Jakarta justru akan kehilangan potensi ekonomi dari Provinsi DKI Jakarta

penyelenggaraan Asian Game 2018. melalui kontribusi
tingkat konsumsi,
sektor PMTB dan
peran UMKM.

- Riski Wicaksono -
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Harganas 2018, Momen Refleksi KB Pasca Persalinan

Keputusan Presiden Rl Nomor 39 Tahun 2014 tentang Hari Keluarga
Nasional (Harganas) menetapkan 29 Juni sebagai Hari Keluarga
Nasional (Harganas). Melalui Harganas diharapkan semua pihak
dapat meningkatkan peran serta dalam penerapan norma keluarga
kecil bahagia sejahtera (NKKBS). Cita-cita NKKBS salah satunya
dapat diwujudkan melalui program KB Pasca Persalinan.

Rendahnya KB Pasca Persalinan

Laporan Pelkon (Pelayanan Kontrasepsi) BRKBN tahun 2013 dan
2014 menginformasikan bahwa capaian peserta KB baru pasca
melahirkan masih sangat rendah. Dari total peserta KB baru,
hanya 13.3 persen (2013) dan 13.6 persen (2014) yang merupakan
peserta KB pasca persalinan. Parahnya, jika dilihat dari jenis metode
kontrasepsi yang dipilih 50 persen lebih memilih jenis kontrasepsi
pil. Perlu diingat bahwa pil merupakan metode kontrasepsi jangka
pendek dan tingkat keberhasilannya sangat tergantung kepada daya
ingat pemakai untuk rutin meminum pil kontrasepsi tersebut.

Gambar 1. Capaian KB Pasa Persalinan di Indonesia Tahun
2013 dan 2014
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Sumber: Laporan Pelkon, Ditlaptik-BKKBN 2013 2014

IUD yang menjadi andalan pemerintah dalam program pasca
persalinan hanya digunakan oleh 12.4 persen di tahun 2013 dan
15.27 persen di tahun 2014. Kondisi ini jelas menimbulkan beberapa
dampak terhadap derajat kesehatan Indonesia, terutama terkait
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Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), dan
Tingginya Total Fertility Rate (TFR).

Pentingnya KB Pasca Persalinan

Berbagai penelitian telah membuktikan bahwa KB Pasca Persalinan
berpotensi mengurangi AKI, AKB, dan TFR di Indonesia. Beberapa
hasil penelitian yang dipaparkan dalam Koferensi | Hari KB Pasca
Persalinan 24 Oktober 2016 menyebutkan bahwa risiko kematian
ibu meningkat seiring dengan jarak melahirkan dan kehamilan yang
semakin dekat. Pasangan suami istri yang menunggu 24 bulan untuk
hamil kembali akan mengurangi angka kematian bayi sebanyak 13
persen. Namun, jika pasangan suami istri menunggu sampai 36
bulan maka akan mengurangi kematian bayi sebanyak 25 persen.

Sepertikita ketahui bersama bahwa dimensi kematian ibu sangat erat
kaitannya dengan jarak kelahiran yang terlalu rapat, terlalu muda,
dan terlalu tua. Data menyebutkan bahwa 32.5 persen kematian
ibu terjadi pada usia terlalu muda dan terlalu tua. Sedangkan 32.4
persen kematian ibu terjadi pada mereka dengan tingkat paritas
(jumlah anak) lebih dari tiga.

Hadirnya program KB Pasca Persalinan diharapkan dapat menekan
kejadian AKI dan AKB. KB Pasca Persalinan juga terbukti mampu
menurunkan kasus kehamilan tidak diinginkan (KTD). Sebagai
informasi bahwa KTD menyumbang 75 persen angka kematian
maternal (BKKBN, 2016). Dengan meminimalisir KT D, maka angka
kematian maternal juga dapat diturunkan.

Tantangan dan Rekomendasi

Memaksimalkan program KB Pasca Persalinan tidak akan mungkin
dapat dilakukan jika input dari program ini tidak tersedia. Salah
satu tantangan yang masih dihadapi adalah terkait ketersediaan
alat kontrasepsi. Berdasarkan data BKKBN (2017), alkon jenis [IUD
sempat mengalami kekosongan. Padahal, IUD merupakan salah satu
metode kontrasepsi yang menjadi program KB Pasca Persalinan.

Tantangan yang selanjutnya adalah terkait ketersediaan tenaga
kesehatan yang memiliki kompetensi melakukan pemasangan KB
Pasca Salin terutama IUD dan Implan serta melakukan konseling
kesehatan kepada pasien. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa
ada sebanyak 56.3 persen bidan yang belum mendapatkan pelatihan
pemasangan |IUD dan 59.3 persen belum pernah mendapatkan
pelatihan pemasangan implan. Sedangkan bidan yang belum pernah
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mendapatkan pelatihan konseling ada sebanyak 73.26 persen
(Ditlaptik BKKBN, 2013).

Bukan hanya bidan saja yang belum banyak mendapatkan pelatihan
pemasangan alat kontrasepsi, bahkan dokter pun banyak yang
belum mendapatkan pelatihan pemasangan alat kontrasepsi jenis
IUD dan implan. Data menunjukkan bahwa terdapat 48 persen
dokter yang belum pernah mendapatkan pelatihan pemasangan
IUD dan sebanyak 52 persen belum pernah mendapatkan pelatihan
pemasangan implan (Ditlaptik BKKBN, 2013).

Selama era JKN sudah dimulai, maka kewajiban untuk menyediakan
alat kontrasepsi diberikan kepada BKKBN. BKKBN hanya memiliki
kewajiban untuk mendistribusikan alat kontrasepsi kepada fasilitas
kesehatan yang telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.
Keberadaan fasilitas kesehatan yang telah bekerjasama dengan

BPJS Kesehatan dapat dilihat dalam daftar K/0/KB.

Kebijakan ini juga turut berperan dalam meningkatkan akses
masyarakat terhadap layanan KB. Masyarakat yang telah bergabung
menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dapat
mengakses alat kontrasepsi secara gratis pada layanan kesehatan

yang sudah terdaftar dalam K/O/KB.

Namun, permasalahan lain yang muncul adalah jenis alat kontrasepsi
yang dapat diakses masyarakat secara gratis sangat minim kualitas.
Dari segi kualitas, [UD yang diberikan secara gratis jauh lebih
rendah dari [UD yang berbayar. KB suntik banyak dikeluhkan dari
segi ketajaman jarum yang digunakan dan jenis yang diberikan
hanya suntik 3 bulanan saja. Rendahnya kualitas alat kontrasepsi
gratis ini menjadikan salah satu faktor enggannya masyarakat untuk

mengakses layanan KB Pasca Persalinan (BKKBN, 2017).

Berikut beberapa hal yang dapat dilakukan untuk memaksimalkan
Program KB Pasca Persalinan.

a. BKKBN

BKKBN pusat harus memastikan bahwa ketersediaan alat
kontrasepsi aman untuk jangka waktu 3 bulan. Selain itu harus
juga dilakukan monitoring distribusi alat kontrasepsi ke masing-
masing provinsi. Setelah menerima alat kontrasepsi dari BKKBN
pusat, BKKBN provinsi harus membuat rencana strategis untuk
mendistribusikan alat kontrasepsi ke masing-masing BKKBN
kabupaten/ kota. Pihak BKKBN kabupaten/ kota akan melakukan
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distribusi kepada fasilitas kesehatan yang telah bekerja sama dengan ~ Memaksimalkan KB

BPJS Kesehatan di bawah jangkauan wilayahnya. Pasca Per. salinar}
harus diimbangi

Baik BKKBN pusat, provinsi, dan kabupaten/ kota harus mampu dengan kemudahan
akses masyarakat

menghitung kebutuhan alat kontrasepsi di daerah masing-masing. terhadap layanan
Penghitungan harus dilakukan berdasarkan cakupan layanan kg Beberapa hal
kontrasepsi di seluruh fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan  yang harus dipenuhi
BPJS Kesehatan. Hal ini penting untuk mencegah kelebihan dan  adalah adanya fasilitas

kadaluarsa alat kontrasepsi. kesehatan dan tenaga
kesehatan yang

BKKBN pusat sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam  memiliki kompetensi
pengadaan jenis alat kontrasepsi harus memperhatikan kualitas dalam melakuka'n
alat kontrasepsi. Mempertimbangkan harga memang penting, felitza;craselzei:zﬁiznan
namun kualitas juga tidak kalah penting. Menyediakan alat ;¢ kontrase psi yang
kontrasepsi dengan harga murah tetapi kualitas rendah hanya akan  perkualitas.
menyebabkan masyarakat enggan menggunakan alat kontrasepsi.

Mungkin bagi masyarakat dengan ekonomi yang lebih baik akan

berupaya membeli sendiri. Namun, hal ini akan sulit dilakukan oleh

masyarakat ekonomi bawah.

b. Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan

Kementerian Kesehatan di level pusat, Dinas Kesehatan di level
provinsi dan kabupaten/ kota sebagai mitra kerja BKKBN harus
turut berupaya dalam rangka mendorong Program KB Pasca
Persalinan. Beberapa hal yang dapat dilakukan adalah: Pertama,
secara rutin memperluas cakupan diklat peningkatan kompetensi
tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan pemerintah dan swasta
dalam melakukan pemasangan alat kontrasepsi pasca persalinan
seperti IlUD ; Kedua, memperluas cakupan pelatihan peningkatan
kompetensi tenaga kesehatan dalam hal konseling. Konseling
sangat penting dilakukan terutama pada saat ibu hamil melakukan
kunjungan ANC di fasilitas kesehatan. Program KB Pasca Persalinan
dapat dimaksimalkan sewaktu konsultasi kunjungan ANC oleh
tenaga kesehatan. untuk dapat melakukan konseling dengan baik,
maka tenaga kesehatan harus dibekali keterampilan konseling yang
memadai; Ketiga, memaksimalkan kegiatan monitoring dan evaluasi
bersama dengan BKKBN terkait kapasitas tenaga kesehatan dalam
pemasangan alat kontrasepsi pasca persalinan dan dalam hal
cakupan serta kualitas konseling saat kunjungan ANC.

- Umi Lutfiah -
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Mencegah Ekstrimisme Kepada Anak-Anak

Lewat Pendidikan

Kementerian Pendidikan dan Kebudayan berencana menyusun
strategi pendidikan terkait pencegahan radikalisme di lingkungan
sekolah, melalui penguatan pendidikan karakter (PPK)
(mediaindonesia.com, 31/05/2018). Pendidikan karakter dimaksud
berangkat dari keprihatinan bahwa selama ini pendidikan di
Indonesia  lebih berorientasi pada aspek logos (keilmuan)
daripada pengembangan karakter. Dalam tulisan ini, penulis ingin
menyampaikan gagasan-gagasan yang sekiranya relevan dan dapat
digunakan sebagai bahan penyusunan strategi PPK untuk tujuan
pencegahan ekstrimisme dengan kekerasan kepada anak-anak.

Prinsip Inklusif dan Keragaman

Prinsip utama yang harus ada dalam strategi PPK adalah inklusifitas
dalam kebijakan pendidikan dan penghormatan terhadap keragaman.
Inklusifitas dalam kebijakan mengarah pada kesempatan yang sama
bagi setiap individu mengenyam pendidikan yang layak. Para siswa
dengan demikian akan terbiasa berinteraksi dengan siswa lain yang
diantaranya memiliki perbedaan ras, etnis, agama, dan kondisi
disabilitas. Kebijakan pendidikan yang inklusif akan menstimulus
siswa untuk merasakan dan mempraktikan perbedaan di kehidupan
nyata.

Kurikulum dan buku-buku pelajaran harus disesuaikan dan
mendukung upaya membangun karakter siswa dimaksud. Selain
itu, metode belajar dengan kunjungan studi seharusnya digalakan
di setiap sekolah. Museum dan pusat-pusat kebudayaan (misalnya
Taman Mini Indonesia Indah) menjadi tempat yang diharapkan
menggugah siswa untuk menelusuri lebih jauh keragaman budaya,
sejarah konflik karena perbedaan, riwayat kemerdekaan dengan
para pejuang yang berasal dari berbagai suku bangsa.

Tantangan dalam penerapan prinsip inklusi dan keragaman
adalah penerapannya di sekolah-sekolah non-pemerintah. Untuk
menyikapinya, pemerintah seharusnya mewajibkan setiap institusi
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pendidikan swasta menerapkan prinsip inklusif dan keragaman ini
agar sejalan dengan kurikulum PPK yang dibangun oleh pemerintah.

Menerapkan Cara Belajar Padagogi

Belajar dari peristiwa bom Surabaya, tersingkap bahwa keluarga
termasuk anak-anak sudah disusupi pola pikir radikal yang meyakini
bahwa kekerasan boleh dilakukan untuk tujuan mulia, masuk surga.
Pola pikir ini terbentuk tidak terlepas dari peran pihak-pihak yang
telah berhasil mencuci otak mereka. Pertanyaannya kemudian,
bagaimana sekolah seharusnya menyikapi hasutan yang terlanjur
tersimpan dalam pola pikir siswa?

Cara paling efektif menghadapi korban ‘pencucian otak’ adalah
melakukan pendekatan personal dan memberikan kesempatan
kepada para siswa untuk mengkisahkan pengalaman hidupnya.
Siswa diajarkan untuk mengungkapkan keresahan atas dirinya,
keluarga, dan lingkungan sekitar. Dalam konteks mencegah
ekstrimisme dengan kekerasan, umumnya kisah-kisah para siswa
yang sudah terhasut menangkap isu ketidakadilan ekonomi dan
sosial dalam praktik kehidupan mereka (unesco.org, 2017).

Terkaithalini, tenaga pengajar seharusnya mampumemberikaninput
bagaimana mengatasi persoalan yang dialami siswa tersebut. Bagi
penulis, cara menggali pengalaman hidup seseorang membutuhkan
sebuah keterampilan, layaknya seorang psikolog. Siswa dipancing
untuk bercerita sekaligus diajarkan untuk memelihara  sosio-
emosional kepada sesama dan lingkungannya. Sosio-emosional
dimaksud mencakup rasa empati, kasih sayang, dan perhatian.

Menciptakan Suasana Sekolah Yang Bebas Dari Kekerasan

Kekhawatiran munculnya peristiwa yang sama di kemudian hari dan
melibatkan anak-anak harus bisa diantisipasi. Anak-anak seharusnya
mendapatkan contoh baik dari lingkungan sekitarnya; di lingkungan
sekolah, pihak sekolah harus memastikan sekolah yang bebas dari
kekerasan. Sebagai sebuah arena penting, sekolah menjadi contoh
bagaimana lingkungan bebas dari kekerasan tercipta.

Program sekolah ramah hak asasi manusia (SRH) yang menjadi
solusi menghapus pelanggaran HAM di sekolah sudah digagas oleh
pemerintah (detik.com, 2/05/2017), dan bisa digunakan sebagai
bagian dari strategi penguatan pendidikan karakter sejauh konten
yang termuat dalam program SRH mengkhususkan pada contoh-
contoh terkait ekstrimisme dengan kekerasan.
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Kerjasama Sekolah Dengan Stakeholders

Bagi sebagian ahli, peristiwa pemboman di Polrestabes Surabaya
atau peristiwa Mako Brimob di Kelapa Dua, Depok merupakan
simbol pelampiasan kebencian para teroris kepada aparat penegak
hukum. Mereka menganggap aparat kepolisan tidak memiliki
kapasitas dalam menegakkan hukum dan berlaku tidak adil terhadap
tahanan teroris.

Nilai-nilai negatif’ berupa kebencian dan kecurigaan tumbuh dan
berkembang dalam mind-set para teroris, dan ini sangat mungkin
menjadi pemicu untuk ditularkan kepada anak cucunya. Kisah anak
Amrozi pelaku Bom Bali |, Zuli Mahendra, yang 10 tahun menaruh
dendam atas kematian bapaknya adalah contoh bagaimana stigma
negatif telah ditularkan kepada anak. (tribunnews.com, 18/08/2017)

Untuk menghapus stigma negatif tentang penegak hukum, anak-
anak seharusnya memiliki kesempatan untuk diperkenalkan
tentang siapa dan bagaimana penegak hukum di Indonesia bekerja.
Harapannya, stigma negatif terhadap aparat penegak hukum yang
selama ini sudah tertanam berangsur-angsur menghilang, dan
beralih memberikan dukungan kepada polisi agar bekerja secara
profesional sesuai prosedur yang berlaku dalam menangani teroris.

Kerjasama sekolah dengan stakeholders juga digunakan untuk
merubah pandangan tentang terorisme dan motivasinya. Pihak
sekolah bisa mendatangkan para mantan teroris yang sudah terbebas
dari pola pikir radikal ke sekolah untuk berbagi pengalaman, bahwa
apa yang dilakukan di masa lampau adalah hal yang tidak menjunjung
tinggi nilai-nilai kemanusian dan perdamaian.

Memperkenalkan dan Mengembangkan Digital Citizenship

Penguatan pendidikan karakter yang hendak digagas pemerintah,
seharusnya juga bermuatan pengaruh media digital terhadap anak.
Cukup banyak siswa ajar terbiasa mengakses informasi yang datang
dari luar (online), dan informasi dan pemberitaan terkait radikalisme
tidak terhindarkan, dan berpotensi besar mempengaruhi pola pikir
siswa.

Karenanya, pemerintah perlu membuat terobosan yang dapat
mencegah informasi negatif dari media digital. Dalam konteks
ini, konsep digital citizenship penting untuk diperkenalkan di dunia
pendidikan Indonesia sebagaimana lebih dahulu diperkenalkan di
Negara-negara Asia Pasifik.
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Digital citizenship didefinisikan sebagai pihak yang “dapat ‘‘Penguatan

menemukan, mengakses, menggunakan, dan menciptakan informasi pendidikan karakter

digital secara efektif” (unesco.org, 2017). Jika konsep ini diterapkan kep ;1ds‘a’r:akl-ana{c

d% durlia pendidikan, maka siswa dengar? batas usia tet:tentu al.v—j\r? ZZ;;a nl: e;i::::; ihak

diakui keberadaannya sebagai warga digital, dan wajib memiliki  gorolah dan media

kompetensi saat akan mengksplorasi berbagai konten diduniadigital.  digital agar upaya
mencegah ekstrimisme

Digital citizenship dengan sistem kompetensi sebaiknya diatur  dengan kekerasan

dalam regulasi dan didalamnya mencakup tentang kriteria tenaga dapat terlaksana

pengajar dan kompentensi yang harus dimiliki digital citizenship, efektif”’

yang mencakup literasi digital, yakni kemampuan secara kognitif,

kreatifitas, dan bersikap kritis untuk terlibat dalam konten media;

kemampuan untuk mengelola risiko online; dan memahami hak

dan tanggung jawab dalam penggunaan media digital (unesco.org,

2017).

- Yossa Nainggolan -
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Melihat Kenaikan Angka Harapan Hidup (AHH)

dari Dua Sisi

Tahun 2010 capaian AHH Indonesia adalah 67.89 tahun dan terus
mengalami tren kenaikan sampai 71.51 tahun pada tahun 2017 (BPS,
2017). Rilis data dari BPS menyebutkan bahwa Kota Semarang
merupakan kota dengan AHH tertinggi di Indonesia, yaitu 77.21
tahun.

Apa Arti Tingginya AHH?

AHH yang tinggi merupakan indikasi bahwa suatu negara telah
menunjukkan tingkat kesejahteraan yang baik. Dengan angka 71.5
tahun artinya bayi yang dilahirkan pada tahun 2017 akan memiliki
kesempatan untuk tetap hidup sampai usianya mencapai 71.51
tahun.

Bukan hanya terkait kesejahteraan yang membaik, namun tingginya
AHH juga sebagai salah satu indikasi bahwa telah terjadi peningkatan
akses dan kualitas pelayanan kesehatan. Sebagai informasi bahwa
AHH dihitung dari rata-rata anak yang dilahirkan hidup. Jadi,
semakin tinggi kasus kematian bayi, maka akan semakin rendah
capaian AHH. Sebaliknya, semakin rendah kasus kematian bayi
maka akan semakin tinggi capaian AHH di suatu negara/wilayah.

Daerah dengan AHH tinggi juga mengindikasikan bahwa di daerah
tersebut derajat kesehatan ibu dan bayi sudah baik. Ibu dengan status
kesehatan yang baik akan lebih memiliki peluang untuk melahirkan
bayi yang sehat dibandingkan ibu dengan status kesehatan yang
kurang baik.

Semarang adalah contoh nyata bahwa AHH yang tinggi salah
satunya dipengaruhi oleh kualitas kesehatan ibu dan anak (bayi).
Tahun 2016 lalu, Semarang dinobatkan sebagai “Kota Paling
Tangguh di Dunia” dalam ajang 100 Resilent Cities. Salah satu aspek
penilaiannya adalah terkait layanan kesehatan gratis sesuai konsep
Universal Health Coverage (UHC), layanan ambulance 24 jam,
dan layanan konsultasi dokter gratis melalui telepon.
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Tanggal 26 April 2018, Semarang juga mendapatkan penghargaan
dari IndoHCF karena telah menginisiasi program Gerakan Ibu
dan Anak Sehat (GIAT) melalui deteksi dini kesehatan (www.
suaramerdeka.com, 30/4). Program ini dinilai berhasil dalam
mengantisipasi kasus kematian ibu dan anak. Beberapa fakta ini
juga dapat dijadikan rujukan bahwa AHH yang tinggi didukung
oleh layanan kesehatan yang baik, terutama menyangkut masalah
kesehatan ibu dan anak.

Tantangan Tingginya AHH

Tingginya AHH tidak serta merta membebaskan Indonesia dari
beberapa konsekuensi. Salah satu konsekuensi yang harus siap
dihadapi adalah berubahnya struktur penduduk Indonesia ke arah
struktur penduduk tua. Belum lagi jika kita berbicara tentang angka
beban ketergantungan (dependency ratio) yang jelas akan meningkat
seiring degan meningkatnya jumlah penduduk lansia di Indonesia.

Dependency ratio yang tinggi akan menyebabkan penduduk usia
produktif menanggung beban lebih tinggi dalam segala aspek. Kita
ambil contoh dari segi pembiayaan kesehatan. Jika penduduk usia
produktif'yang bekerja lebih sedikit dibandingkan dengan penduduk
non-produktif, maka pendapatan negara salah satunya dari pajak
akan berkurang. Sedangkan ketika penduduk usia non-produktif
sakit, maka biaya kesehatan yang harus dikeluarkan akan lebih besar
seiring dengan jumlah lansia yang sakit.

Tingginya AHH tanpa dibarengi dengan kualitas SDM yang sehat
tentunya akan menjadi beban negara. Lalu, bagaimana dengan
kondisi lansia di Indonesia?

Gambar 1. Persentase Angka Kesakitan Lansia Menurut
Tipe Daerah di Indonesia, 2013-2015
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Sumber: BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional 2015
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Gambar | cukup menginformasikan bahwa status lansia di Indonesia
masih memprihatinkan. Hal ini diperparah dengan kenyataan bahwa
sebanyak 74.41 persen lansia di perkotaan dan 70.40 persen lansia di
pedesaan melakukan pengobatan rawat jalan di fasilitas kesehatan.
Namun, hanya sebesar 7.1 persen lansia yang sakit dan pernah
melakukan rawat inap di fasilitas kesehatan (Survei Sosial Ekonomi

Nasional, 2015 ).

Jika melihat lebih dari 70 persen lansia yang melakukan rawat jalan
kesehatan, maka harusnya fasilitas kesehatan khusus lansia sudah
banyak didirikan oleh pemerintah. Namun, data Kementerian
Kesehatan tahun 2015 menunjukkan bahwa masih ada 11 provinsi
yang tidak memiliki Puskesmas Santun Lansia. Bagaimana mau
meningkatkan derajat kesehatan lansia jika fasilitas kesehatan lansia
saja masih sangat langka? Ingat bahwa lansia yang sakit-sakitan
akan meningkatkan beban negara, salah satunya akibat pembiayaan
kesehatan yang membengkak.

Langkah Jangka Pendek dan Jangka Panjang

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan harus
memaksimalkan jumlah dan kualitas Puskesmas Santun Lansia untuk
intervensi jangka pendek. Keberadaan puskesmas sebagai salah satu
fasilitas kesehatan tingkat pertama harus fokus kepada bagaimana
menjaga lansia agar tetap sehat dan berdaya dengan beberapa
program promotif preventif. Revitalisasi puskesmas sebagai Unit
Pelayanan Masyarakat harus terus dimaksimalkan.

Data Riskesdas (2013) menginformasikan bahwa tiga jenis penyakit
yang paling banyak diderita oleh lansia adalah hipertensi (57.6
persen), artritis (51.9 persen), dan stroke (46.l1 persen). Jenis
penyakit ini sangat terkait dengan pola hidup. Oleh sebab itu,
puskesmas harus menggalakkan beberapa program kesehatan,
antara lain:

I.Himbau lansia untuk melakukan aktivitas fisik ringan 30 menit
sehari atau senam lansia secara teratur

2.Himbau lansia untuk melakukan kegiatan yang mengasah otak dan
mengembangkan hobi agar tidak mudah jenuh dan tetap produktif’

3.Himbau lansia untuk mengkonsumsi makanan bergizi seimbang

4 Membangun gerakan anti merokok
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5.Memperbanyak komunikasi sosial dan menjaga hubungan sosial ~ Tingginya AHH tanpa

agar tetap harmonis dibarengi dengan
kualitas SDM yang

sehat tentunya akan

6.Himbau lansia agar dapat mengelola stres dengan baik Lrer
menjadi beban negara.

Lalu, untuk intervensi jangka panjang adalah bagaimana menjadikan
lansia sehat mulai dari usia muda. Kementerian Kesehatan harus
memfokuskan program promotif dan preventif di seluruh fasilitas
kesehatan, terutama fasilitas kesehatan tingkat pertama. Germas
harus terus dihidupkan karena program ini sangat penting, salah
satunya untuk mencegah penyakit yang timbul akibat pola hidup
yang tidak sehat. Tentu tantangan yang dihadapi akan lebih besar
daripada mengobati orang yang sakit karena aspek promotif dan
preventif merupakan investasi jangka panjang yang hasilnya tidak
akan terlihat dalam waktu singkat. Namun, sulit bukan berarti
mustahil untuk dilakukan bukan? .

- Umi Lutfiah-
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The Indonesian Institute (TII) adalah lembaga penelitian
kebijakan publik (Center for Public Policy Research) yang
resmi didirikan sejak 21 Oktober 2004 oleh sekelompok aktivis
dan intelektual muda yang dinamis. TIl merupakan lembaga
yang independen, nonpartisan, dan nirlaba yang sumber dana
utamanya berasal dari hibah dan sumbangan dari yayasan-yayasan,
perusahaan-perusahaan, dan perorangan.

TII bertujuan untuk menjadi pusat penelitian utama di Indonesia
untuk masalah-masalah kebijakan publik dan berkomitmen untuk
memberikan sumbangan kepada debat-debat kebijakan publik dan
memperbaiki kualitas pembuatan dan hasil-hasil kebijakan publik
lewat penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dan partisipasi
masyarakat dalam proses kebijakan di Indonesia.

Visi TIl adalah terwujudnya kebijakan publik yang menjunjung
tinggi hak asasi manusia dan penegakan hukum, serta melibatkan
partisipasi beragam pemangku kepentingan dan menerapkan
prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang demokratis.

Misi TII adalah untuk melaksanakan penelitian yang dapat
diandalkan, independen, dan nonpartisan, serta menyalurkan hasil-
hasil penelitian kepada para pembuat kebijakan, kalangan bisnis, dan
masyarakat sipil dalam rangka memperbaiki kualitas kebijakan publik
di Indonesia.

TII  juga mempunyai misi untuk mendidik masyarakat dalam
masalah-masalah kebijakan yang mempengaruhi hajat hidup
mereka. Dengan kata lain, TII memiliki posisi mendukung proses
demokratisasi dan reformasi kebijakan publik, serta mengambil
bagian penting dan aktif dalam proses itu.
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Ruang lingkup penelitian dan kajian kebijakan publik yang
dilakukan oleh TII meliputi bidang ekonomi, sosial, politik, dan
hukum. Kegiatan utama yang dilakukan dalam rangka mencapai
visi dan misi Tl antara lain adalah penelitian, survei, fasilitasi dan
advokasi melalui pelatihan dan kelompok kerja (working group),
diskusi publik, pendidikan publik, penulisan editorial (Wacana
TII), penerbitan kajian bulanan (Update Indonesia, dalam bahasa
Indonesia dan Inggris) serta kajian tahunan (Indonesia Report),
serta forum diskusi bulanan (The Indonesian Forum).

Alamat kontak:
The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research
JI. HOS. Cokroaminoto No. 92,
Menteng, Jakarta Pusat - 10310
contact@theindonesianinstitute.com
www. theindonesianinstitute.com
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RISET BIDANG EKONOMI

Ekonomi cenderung menjadi barometer kesuksesan Pemerintah sebagai
pembuat kebijakan. Ekonomi memiliki peranan penting sebagai salah
satu fundamental pembangunan nasional. Keterbatasan sumber daya
membuat pemerintah kerapkali menghadapi hambatan dalam menjalankan
kebijakan ekonomi yang optimal bagi seluruh lapisan masyarakat. Terlebih
lagi semakin meningkatnya daya kritis masyarakat memaksa Pemerintah
untuk melakukan kajian yang cermat pada setiap proses kebijakan.
Bahkan, kajian tidak terhenti ketika kebijakan diberlakukan. Kajian terus
dilaksanakan hingga evaluasi pelaksanaan kebijakan.

Hadirnya kebijakan otonomi daerah yang tertuang pada UU No. 32 Tahun
2004, menuntut adanya proses perencanaan bottom up yang partisipatif
dalam proses pembangunan. Namun, sejauh ini desentralisasi fiskal masih
menjadi sorotan penting bagi masyarakat, khususnya di daerah. Hal
ini terlihat pada masih tingginya angka ketimpangan, kemiskinan, dan
pengangguran. Dengan demikian, dibutuhkan formula kebijakan yang
tepat sasaran dan efektif:

TII memiliki fokus penelitian di bidang ekonomi pada isu desentralisasi fiskal
dan pembangunan berkelanjutan. Isu desentralisasi fiskal akan fokus pada
pembahasan keuangan, korupsi, dan pembangunan infrastruktur daerah.
Pada isu pembangunan berkelanjutan, fokus penelitian TII terletak pada
produktivitas, daya saing, pembangunan infrastruktur dan ketimpangan
pembangunan. Pada isu kemiskinan, fokus penelitian TIl terletak pada
perlindungan sosial (social protection), kebijakan sumberdaya manusia
dan ketenagakerjaan, dan kebijakan subsidi pemerintah.

Divisi Riset Kebijakan Ekonomi TII hadir bagi pihak-pihak yang menaruh
perhatian terhadap kondisi ekonomi publik. Hasil kajian TII ditujukan untuk
membantu para pengambil kebijakan, regulator, dan lembaga donor dalam
setiap proses pengambilan keputusan. Bentuk riset yang TIl tawarkan
adalah (1) Analisis Kebijakan Ekonomi, (2) Kajian Prospek Sektoral
dan Regional, (3) Evaluasi Program.

RISET BIDANG HUKUM

Sesuai dengan ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan setiap Rancangan Peraturan Daerah yang
akan dibahas bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah harus dilengkapi
Naskah Akademik. Penelitian yang komprehensif sangat dibutuhkan
dalam proses pembuatan sebuah Naskah Akademik yang berkualitas.
Berdasarkan Naskah Akademik yang berkualitas maka sebuah Rancangan
Peraturan Daerah akan memiliki dasar akademik yang kuat.

Sesuai dengan ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan setiap Rancangan Peraturan Daerah yang
akan dibahas bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah harus dilengkapi
Naskah Akademik. Penelitian yang komprehensif sangat dibutuhkan
dalam proses pembuatan sebuah Naskah Akademik yang berkualitas.
Berdasarkan Naskah Akademik yang berkualitas maka sebuah Rancangan
Peraturan Daerah akan memiliki dasar akademik yang kuat.
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RISET BIDANG POLITIK

Semenjak dibakukannya UU No 22 Tahun 1999 yang
disempurnakan menjadi UU No. 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, kekuasaan sudah tidak lagi
terkonsentrasi di pemerintah pusat. Melalui UU tersebut,
pemerintah daerah memiliki ruang otonomi yang luas
untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri. Dengan
adanya otonomi daerah secara luas, dan keharusan untuk
menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good
governance), pemerintah daerah dituntut lebih responsif
terhadap kebutuhan masyarakat. Untuk itu, riset-riset
kebijakan publik menjadi penting bagi pemerintah daerah dan
segenap jajarannya untuk menganalisa konteks dan isu di
daerah, serta aspirasi masyarakat dan merumuskan kebijakan

publik.

Untuk merespon kebutuhan tersebut, riset bidang politik
yang dapat TII tawarkan antara lain berupa kajian kebijakan
(policy assessment) yang akan ataupun sudah dilakukan.
Adapun aspek-aspek kebijakan yang dapat diteliti meliputi
aspek sosio-kultural, ekonomi, hukum, dan politik. Penelitian
yang TII tawarkan ini berguna untuk mendorong kebijakan
pemerintah memastikan bahwa kebijakan publik sesuai
dengan konteks, prioritas, dan aspirasi masyarakat. TII
juga dapat menawarkan beragam terobosan kebijakan yang
transformatif sesuai dengan konteks yang ada pada khususnya
dan penerapan prinsip-prinsip Open Government pada
umumnya, dalam rangka meningkatkan partisipasi warga
dalam proses kebijakan.

Divisi Riset Bidang Politik TIl menyediakan analisis dan
rekomendasi kebijakan untuk menghasilkan kebijakan yang
strategis dalam memperkuat demokrasi dan mendorong
penerapan tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat pusat
maupun daerah. Ragam penelitian yang TII tawarkan: (1)
Analisis Kebijakan Publik, (2) Media Monitoring, (3)
Mapping & Positioning Research, (4) Need Assessment
Research, (5) Survei Indikator.

RISET BIDANG SOSIAL

Pembangunan bidang sosial membutuhkan fondasi kebijakan
yang berangkat dari kajian yang akurat dan independen.
Analisis sosial merupakan kebutuhan bagi Pemerintah,
Kalangan Bisnis dan Profesional, Kalangan Akademisi,
Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Donor, dan
Masyarakat Sipil untuk memperbaiki pembangunan bidang-
bidang sosial. Divisi Riset Kebijakan Sosial Tl hadir untuk

Update Indonesia — Volume XII, No. 5 — Juni 2018 3 5



THE & NDONESIAN INSTITUTE

CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

memberikan rekomendasi guna menghasilkan kebijakan,
langkah, dan program yang strategis, efisien dan efektif dalam
mengentaskan masalah-masalah pendidikan, kesehatan,
kependudukan, lingkungan, perempuan, anak, dan lansia.

Bentuk-bentuk riset bidang sosial yang ditawarkan oleh TII
adalah (1) Analisis Kebijakan Sosial, (2) Explorative
Research, (3) Mapping & Positioning Research, (4)
Need Assessment Research, (5) Program Evaluation
Research, dan (5) Survei Indikator.

SURVEI PRA PEMILU DAN
PILKADA

Salah satu kegiatan yang dilaksanakan dan ditawarkan oleh
TIl adalah survei pra-Pemilu maupun pra-Pilkada. Alasan
yang mendasari pentingnya pelaksanaan survei pra-pemilu
maupun pra-pilkada, yaitu (I) Baik Pemilu maupun Pilkada
adalah proses demokrasi yang dapat diukur, dikalkulasi,
dan diprediksi dalam proses maupun hasilnya, (2) Survei
merupakan salah satu pendekatan penting dan lazim
dilakukan untuk mengukur, mengkalkulasi, dan memprediksi
bagaimana proses dan hasil Pemilu maupun Pilkada yang akan
berlangsung, terutama menyangkut peluang kandidat, (3)
Sudah masanya meraih kemenangan dalam Pemilu maupun
Pilkada berdasarkan data empirik, ilmiah, terukur, dan dapat
diuji.

Sebagai salah satu aspek penting strategi pemenangan
kandidat Pemilu maupun Pilkada, survei bermanfaat untuk
melakukan pemetaan kekuatan politik. Dalam hal ini, tim
sukses perlu mengadakan survei untuk: (1) memetakan posisi
kandidat di mata masyarakat; (2) memetakan keinginan
pemilih; (3) mendefinisikan mesin politik yang paling efektif
digunakan sebagai vote getter; serta ( 4) mengetahui media
yang paling efektif untuk kampanye.

EVALUASI PROYEK ATAU
PROGRAM

Salah satu kegiatan yang merupakan pengalaman TII adalah
evaluasi kualitatif terhadap proyek atau program LSM dan
pemerintah. Kegiatan evaluasi yang TII tawarkan dilakukan
di periode menengah dan juga periode akhir proyek atau
program. Sebagaimana diketahui, evaluasi adalah langkah
yang penting dalam pelaksanaan proyek atau program.
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Evaluasi jangka menengah dilakukan untuk melihat dan
menganalisis tantangan, pembelajaran selama proyek atau
program, dan memberikan rekomendasi untuk keberlanjutan
proyek atau program. Sementara, evaluasi tahap akhir
memungkinkan kita untuk melihat dan menganalisis keluaran
dan pembelajaran dari proses proyek atau program selama
diselenggarakan untuk memastikan capaian seluruh tujuan di
akhir periode proyek atau program.
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THE INDONESIAN FORUM

The Indonesian Forum adalah kegiatan diskusi bulanan tentang masalah-
masalah aktual di bidang politik, ekonomi, sosial, hukum, budaya,
pertahanan keamanan dan lingkungan. T1l mengadakan diskusi ini sebagai
media bertemunya para narasumber yang kompeten di bidangnya, dan
para pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan, serta penggiat civil
society, akademisi, dan media.

Tema yang diangkat The Indonesian Forum adalah tema-tema yang
tengah menjadi perhatian publik, diantaranya tentang buruh migran,
konflik sosial, politik, pemilukada, dan sebagainya. Pertimbangan
utama pemilihan tema adalah berdasarkan realitas sosiologis dan politis,
serta konteks kebijakan publik terkait, pada saat The Indonesian Forum
dilaksanakan.

Hal ini diharapkan agar publik dapat gambaran utuh terhadap suatu
peristiwa yang tengah terjadi tersebut karena The Indonesian Forum juga
menghadirkan para nara sumber yang relevan. Sejak awal The Indonesian
Institute sangat menyadari kegairahan publik untuk mendapatkan diskusi
yang tidak saja mendalam dalam pembahasan substansinya, juga kemasan
forum yang mendukung perbincangan yang seimbang yang melibatkan
dan mewakili berbagai pihak secara setara.

Diskusi yang dirancang dengan peserta terbatas ini memang tidak sekedar
mengutamakan pertukaran ide, dan gagasan semata, namun secara
berkala TIl memberikan policy brief (rekomendasi kebijakan) kepada para
pemangku kebijakan dalam isu terkait dan memberikan rilis kepada para
peserta, khususnya media, serta para nara sumber yang membutuhkannya
di setiap akhir diskusi. Dengan demikian, diskusi tidak berhenti dalam
ruang kering tanpa solusi.
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PELATIHAN DPRD

Untuk penguatan kelembagaan, The Indonesian Institute menempatkan
diri sebagai salah satu agen fasilitator yang memfasilitasi program
penguatan kapasitas, pelatihan, dan konsultasi. Peran dan fungsi DPRD
sangat penting dalam mengawal lembaga eksekutif daerah, serta untuk
mendorong dikeluarkannya kebijakan-kebijakan publik yang partisipatif;
demokratis, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Anggota
DPRD provinsi/kabupaten dituntut memiliki kapasitas yang kuat dalam
memahami isu-isu demokratisasi, otonomi daerah, kemampuan teknik
legislasi, budgeting, politik lokal dan pemasaran politik. Dengan demikian
pemberdayaan anggota DPRD menjadi penting untuk dilakukan.

Agar DPRD mampu merespon setiap persoalan yang timbul baik
sebagai implikasi kebijakan daerah yang ditetapkan oleh pusat maupun
yang muncul dari aspirasi masyarakat setempat. Atas dasar itulah, The
Indonesian Institute mengundang Pimpinan dan anggota DPRD, untuk
mengadakan pelatihan penguatan kapasitas DPRD.

KELOMPOK KERJA (WORKING GROUP)

The Indonesian Institute meyakini bahwa proses kebijakan publik yang
baik dapat terselenggara dengan pelibatan dan penguatan para pemangku
kepentingan. Untuk pelibatan para pemangku kepentingan, lembaga ini
menempatkan diri sebagai salah satu agen mediator yang memfasilitasi
forum-forum bertemunya pihak Pemerintah, anggota Dewan, swasta,
lembaga swadaya masyarakat dan kalangan akademisi, antara lain berupa
program fasilitasi kelompok kerja (working group) dan advokasi publik.

Peran mediator dan fasilitator yang dilakukan oleh lembaga ini juga dalam
rangka mempertemukan sinergi kerja-kerja proses kebijakan publik yang
dilakukan oleh para pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan untuk
bersinergi pula dengan lembaga-lembaga dukungan (lembaga donor).
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